
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 ten tang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II
Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2755);

BUPATIBATANGHARI,
a. bahwa Kesejahteraan Sosial merupakan suatu kondisi

terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga
negara untuk dapat hidup layak dan mampu mengembangkan
diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya;

b. bahwa dalam rangka rneningkatkan peran serta Pemerintah
Daerah dalam memberikan layanan kepada Pemerlu Pelayanan
Kesejahteraan Sosial Kabupaten Batang Hari serta rnelindungi
dan meringankan beban masyarakat yang berkaitan dengan
kesejahteraan sosial, perlu mengatur tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pelayanan bagi Pemerlu Pelayanan
Kesejahteraan Sosial;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirnaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati ten tang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Bagi
Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Satang
Hari;
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Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan
So sial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
N mor 4967), sebagairnana telah diubah dengan Undang­
Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182,
Tambahau Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lernbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20 II Nomor 82, Tam bah an Lernbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor
12 Tahun 201 1 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang­
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6801)'

5. Undang-UndangNomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan
Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 83, Tambah an Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5235);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Peru bah an Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lernbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adrninistrasi
Pernerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang
Disabilitas [Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2016
Nomor 69, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indoncsi
Nomor 5871);

9, Undang-Undang Nomor Tuhun 20_3 tcntang Penet pan
Peraturan Pern erinrah Pcngganti Undang-Undang T hun _022
ientang iptu Kerja rnenjndi Undang-Undnng [Lernba in
Negara Rcpublik lndon sin Tahun 2023 Nomor 41, Turnbnhun
Lcrnbarun Negara Republik lndonesm Nomor hR5 ):

10. Pcruturun Pemcrmtah Nomor 39 Tuhun 2012 lent mg
Pcnvelcngguruun Kcsejuhtcr lUll Sosuil [Lcmbar \II N 'gar
Rcpubhk lndone-xi t T ihun :W I) Nornor t)~, Turnbahan
Lcrnbnr 111 NC'J{ 11\\ I~rpublik Induncsi I Nomor 5 q4);

11. Perat urnn Pcrucrmtuh Nomor 12 Tuhun 2019 ten tang
Pengclolaun Kcunngun 0 icruh [Lernburan Negara RepubJik
Ind nesia Tahun 201q Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
R .publik lndone sia Nomor 6322);



Pasal 1

Oalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

I. Oacrah adaJah Kabupatcn Batang Hari.

2. Pernerintah Oaerah adalah Bupati sebagai unsur pcnyclenggara Pemerintahan
Daerah yang Memimpin pelaksanaan Urusan Pernerintah yang rnenjadi
kewcnangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Batang Hari.

4. Pcrangkat Dnerah adalah unsur pcmbantu Bupati dan 0 'wan Perwakilan Rakyat
Daerah dalarn pcnyclcnggarnnn urusan pemcrintahnn ang rnenjudi kewenangan
Daerah.

5. Bantuan Sosial adalah bantuan bcrupa uung, barung, atau jasa kepada
seseorang, keluar~~, kclornpok, atau masyarakat miskin, tidak mampu dan Zatau
rentan terhadap risiko sosial.

BABI

KETENTUAN UMUM

PEDOMAN
PEMERLU

PERATURAN BUPATI TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN BAGI
PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL.

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

12. Pernturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan
Pcnanggulangan Kemiskinan (Berita Negara Republik
Indonesia Nomor )5 Tahun 2010), sebagaimana telah diubah
dcngan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang
Perubahan alas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010
tcntang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);

13. Peraturan Mcntcri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pcmbcntukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagairnana
tclah diu bah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
]20 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalarn Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

14. Peraturan Menteri Oalam Negeri Nomor Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Repubiik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

15. Peraturan Mcnteri Sosial Nomor 7 Tahun 2023 tentang
Pahlawan Ekonomi Nusantara (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 910);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 12 Tahun
2022 ten tang Perlindungan Fakir Miskin (Berita Oaerah
Kabupaten Batang Han Tahun 2022 Nomor 12);

17. Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2021 tentang Sistem dan
Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah
Kabupaten Batang Han Tahun 2021 Nomor 81).
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t, Risiko Sosial adalah kejndian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi
(aj tdinv I kcrcntanan sosial yang ditanggung 01 h individu, keluarga, kelompok,
dnn/ntnu masvarakat scbagai durnpak krisis sosial, krisis ekonorru, krisis politik,
fcn0l11t'111 alum, dan bencana yang [ika tidak diberikan bantuan sosial akan
sernnkin tcrpuruk d III ridak dapat hidup dnlnrn kondisi wajar.

7, B mtuan Pengnrnnn Sosial untuk Mnsyarakat Miskin dan Rcntan Miskin adalah
bant unn sosial ynng t idnk rercncana k .pada omng/keluarga miskin/rentan
miskin berupn unng 'ong dibcrikun k epada pcnduduk Kabupaten Satang Han,

S. Fnsilitns Kcse hatun lid iluh scmua fasilitas yang bckerja sarnn dengan Badan
Pcnv .lcnggur tan .Jarninun Sosial yang rnelakukan pclayanan kesehatan
perornngnn )'nn~ bcr ifnt non spesialistik untuk kcperluan obscrvasi, promotif,
prcvvntif. diagnosis, pcrawatan, pengobaran darr/urau pclayanan kcsehatan
laiuny 1d hun wiluyah Kubuparcn Batang Hari.

9. Rum ih Snkit adalah Rumah Snkit Pemcrinlah/Rumah Sakit .Jiwa yang bckcrja
S uru dengan Bndan Penyelcngguru Jominan osial yang menyelenggarakan
pel y 1I1an keschatnn pcrornngan secara pnripurna yang menyediakan pelayanan
raw It in. p, rawat jalan don gawat darurut dnlarn wilayah Kabupatcn Satang
H rri.

10, Jarninun Kcschatan N siona I yang sclanjutnya disingkat JKN adalah jaminan
perlindungan kesehatan gar pcscrta rncmpcroJch manfaat pemeliharaan
kcseh H n don pcrlindungan dalarn mcmcnuhi kebutuhan dasar kesehatan yang
diberikan kepada setiap orang lang telah rnembayar iuran/iurannya dibayar olch
pcrncrintah.

11. Pcnerirnu S ntuan luran yang selanjutnya disingkat PSI adalah pescrta jaminan
kesehntan bagi fakir mi kin dan tidak rnampu sebagairnana diamanatkan
Undang-Undang Sistem Jominon Sosial Nasional yang iurannya dibayarkan oleh
pcmerintah.

12, Po len adalah sctiap orang yang mcrnpcrolch Pclayanan Kesehatan dari Tcnaga
Medis duu/ntau Tennga Kesehatan yang dntang ke fasilitas kesehatan.

13. P .nd mpmg Pa len adalah kclu rga pa len yang terdaftar dalarn K~ pasien yang
mcndampingi pasien clarno rnclnkukun pcrawatan rujukan kesehatan keluar
dncrah Provinsi .Jarnbi.

14. Pr-rlindungan Sosinl adnlnh sr-rnun upaya nng di rahkan untuk men cgah d n
rru-nunguni r siko dari gun ang n don kercnranan so ial.

,:; .Jnrmnun s()~I(l1adalah sulah SHIU bcntuk perlindungnn sosinl untuk rnenjarnin
sr-luruh rukynt ugilf dupnt mcmcnuhr kcbutuhnn dus tr ludupny \ yang layak.
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h;II1IU 111 don J)(·ml:wrdIIYIIIIII HOSHI!, • erru potvnsr dun sumber kt t')ilht("f lin

0"111



Pemerlu Pelayanan
berkelanjutan yang

b. untuk menjamin penyelenggaraan Pelayanan bagi
K.esejahteraan Sosial secara terarah, terpadu dan
dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal2
Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah :
a. sebagai pedoman dalam Penyelenggaraan Pelayanan bagi Pemerlu Pelayanan

Kesejahteraan Sosial; dan

20. Rentan Miskin adalah kondisi yang mengarah pada kondisi ketidakrnarnpuan
memenuhi kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan pangan, sandang, papan,
kesehatan dan pendidikan.

21. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau
meni.nggal dunia akibat bencana.

22. Orang Dengan Gangguan Jiwa yang selanjutnya disingkat ODGJ adalah orang
yang mengalarni gangguan dalarn pikiran, perilaku, dan perasaan yang
termanifestasi dalarn bentuk sekumpulan gejala darr/atau perubahan perilaku
yang bermakna serta dapat menimbulkan penderitaan dan harnbatan dalam
rnenjalankan fungsi orang sebagai manusia.

23. ODGJ yang Telantar darr/atau Menggangu Ketertiban Umum yang selanjutnya
disebut ODGJTelantar adalah ODGJ yang telantar, menggelandang, menganearn
keselarnatan dirinya dari/atau orang lain darr/atau mengganggu ketertiban
dan/ atau kearnanan umum.

24. Beneana Sosial adalah beneana yang diakibatkan oleh peristiwa atau
serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang tidak disengaja
dan Zatau tidak dapat diduga yang menyebakan kerugian materil.

25. Beneana Alamadalah beneana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian
peristiwa yang disebabkan oleh alarn antara lain berupa angin putin beliung,
tersarnbar petir, dan tanah longsor.

26. Santunan Bencana Sosial/Alam adalah uang yang diberikan kepada keluarga
yang terkena Bencana Sosial/ Alamyang terbatas pada kebakaran, angin puting
beliung, tersambar petir dan tanah longsor.

27. Konfliksosial adalah perseteruan, benturan antar kelornpok/golongan dan Zatau
tindakan fisik dengan kekerasan yang dapat berdampak luas, yang
mengakibatkan gangguan keamanan, disintegrasi sosial sehingga dapat
mengganggu stabilitas daerahj'menghambat pembangunan daerah.

28. Korban Konflik Sosial adalah individu darr/atau sekelornpok orang yang cidera
atau meninggaJdan yang terancam jiwanya akibat konflik sosiaJ.

29. Pernohon adalah orang pribadi yang mengajukan perrnohonan bantuan sosial
untuk dirinya sendiri/ keluarga/kerabat/tetangga/orang lain.

30. Kelornpok Usaha Bersarna yang selanjutnya disebut KUBE adalah kelompok
keluarga miskin yang dibentuk, tumbuh dan berkernbang atas prakarsanya
dalam melaksanakan usaha ekonomi produktif untuk meningkatkan pendapatan
keluarga.

31. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga
yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta
identitas anggota keluarga yang dibuat dan diterbitkan oleh Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Batang Hari.

32. Kartu Tanda Penduduk elektronik yang selanjutnya disebut KTP-el adalah
identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang dibuat dan diterbitkan oleh
Kementerian Dalam Negeri.



Pasal 3
(1) Pemerintah Daerah memberikan Bantuan Pengarnan Sosial untuk Masyarakat

Miskin dan Rentan Miskin kepada orang pribadi atau keluarga yang memenu hi
kriteria penerima Bantuan Pengaman Sosial untuk Masyarakat Miskin dan
Rentan Miskin sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

(2) Pemberian Bantuan Pengaman Sosial untuk Masyarakat Miskin dan Rentan
Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
a. selektif;
b. memenuhi persyaratan penerima banruan;
c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu

dapat berkelanjutan; dan
d. sesuai tujuan penggunaan.

(3) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diartikan bahwa
Bantuan Pengaman Sosial untuk Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin hanya
diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk rnelindungi dari
kemungkinan risiko sosial.

(4) Kriteria memenuhi persyaratan penerima Bantuan Pengaman Sosial untuk
Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b, diartikan memiliki identitas kependudukan Kabupaten Batang Hari
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(5) Kriteria bersifat semen tara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf c, diartikan bahwa pemberian Banruan Pengaman Sosial
untuk Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin tidak wajib dan tidak harus
diberikan setiap tahun anggaran dengan mernperhatikan kondisi Keuangan
Daerah.

(6) Keadaan tcrtentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf c, diartikan bahwa Banruan Pengaman Sosial untuk Masyarakat Miskin
dan Reman Miskin dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima
bantuan telah lepas dari risiko sosial dcngan memperhatikan kondisi Keuangan
Daerah.

(7) Kriteria scsuai tujuan pcnggunaan sebag imana dimaksud pada avat (2) huruf d,
bahwa rujuan p .mbcrian Bantuan Pcngarnan Sosial untuk Masvarakat Mis kin
dan Reman Miskin rneliputi: -
a. rehabilitasi sosial:
b. p -rlindungan sosial:
c. jarninan sosral:
d. pcnnr ggulangnn kcmiskmun; dun
c. pen. nl-',gulflOganbcnt-anu.

(8) Bant uun P ngrunnn Sosiul uruuk Musynruk.u Mrskin d II) ~('nt In Miskin
St:bu~"'milnH dimuksud pudu Ii 'uI (I) tcrrhri dan.
a. bJdllng k '",{'halun;
b. bJdungpr nrhrhkun: dun
c. bidang sO/-.lUl

Bagian Kesa tu
Kriteria

BAB II
BANTUANPENGAMANSOS~



Pasal 5

Bantuan Pengaman Sosial untuk Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin Bidang
Pendidikan diperuntukan bagi pemohon dengan kriteria penerima sebagai berikut :
a. anak usia sekolah yang mengalarni kesulitan pembayaran terhadap biaya

pendidikan dan kebutuhan perlengkapan sekolah serta anak putus sekolah yang
akan melanjutkan pada jenjang pendidikan dasar sampai dengan menengah
atas;

b. lulusan sekolah pada jenjang pendidikan dasar sampai dengan menengah atas
yang ijazahnya masih tertahan di sekolah karena masih mempunyai tunggakan
biaya pendidikan;

c. anak keluarga miskin danjatau keluarga rentan miskin lulusan 8ekolah
Menengah Atas atau sederajat yang berprestasi diterima di Perguruan Tinggi
dengan jalur prestasi; dan

d. anak usia sekolah berhadapan dengan hukum dari keluarga miskin dan/ atau
keluarga rentan miskin yang putus sekolah.

Paragraf2

Bantuan Pengaman Sosial untuk

Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin

Bidang Pendidikan

PasaI4

(1) Bantuan Pengaman Sosial untuk Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin Bidang
Kesehatan diperuntukan bagi pemohon dengan kriteria penerima sebagai
berikut:
a. sakit yang menjalani rawat inap/rawat jalan dengan tindakan dengan jenis

penyakit yang mengganggu fungsi organ tubuh yang tidak terdaftar dalam
kepesertaan JKN/tidak terjamin dalam komponen pembiayaan JKN pasien;

b. persalinan di Fasilitas Kesehatan yang tidak terdaftar dalam kepesertaan JKN
dan mengalami kesulitan pembayaran;

c. penderita penyakit yang dapat menjurus pada kejadian luar biasa atau
wabah penyakit dalam kondisi sakit dan menjalani perawatan di Fasilitas
Kesehatan rawat inap yang mengalami kesulitan pembayaran;

d. korban masal keracunan makanan dengan kondisi sakit dengan menjalani
rawat inap/rawat jalan yang tidak terdaftar dalam kepesertaan JKN;

e. komunitas Adat Terpencil/ Suku Anak Dalam kondisi sakit dan menjalani
rawat inapj'rawat jalan dengan tindakan;

f. orang telantar kondisi sakit yang menjalani rawat inapjrawat jalan dengan
tindakan;dan

g. korban bencana kondisi sakit dan menjalani rawat inap darr/ atau rawat jalan
dengan tindakan di Fasilitas Kesehatan.

(2) Korban bencana yang tidak memiliki JKN, dapat mengakses Bantuan Pengaman
Sosial untuk Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin lebih dari sekali.

(3) Bantuan Pengaman Sosial untuk Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin ini tidak
dapat dibantu untuk sakit yang disebabkan adanya perbuatan unsur
kesengajaanjtindakan melawan hukum yang mengarah pada perbuatan pidana.

Paragraf I

Bantuan Pengaman Sosial untuk
Masyarakat Miskin dan Reman Miskin

Bidang Kcschatan



Pasal 7
(I) Bantuan Pengaman Sosial untuk Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin Bidang

Kesehatan diberikan kepada :
a. sakit yang menjalani rawat inap atau rawat jalan dengan tindakan;
b. biaya kebutuhan pendamping pasien maksimal 2 (dua) orang keluarga pasien

meliputi biaya transportasi daratj udara danj atau transport lokal, biaya
penginapan dan kebutuhan makan per jiwa/hari selama pendampingan;

c. biaya pendampingan khusus dari Pemerintah Daerah maksimal 2 (dua) orang
pendamping selama 3 (tiga) hari meliputi biaya transport lokal, biaya
penginapan dan uang harian pendamping Pemerintah Daerah dibayar sesuai
dengan standar uang harlan perjalanan dinas; dan

d. biaya pengobatan di luar tanggungan JKN.

(2) Bantuan Pengaman Sosial untuk Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin Bidang
Pendidikan diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
a. anak usia sekolah yang mengalami kesulitan pembayaran terhadap biaya

pendidikan dan kebutuhan perlengkapan sekolah serta anak putus sekolah
yang akan melanjutkan pada jenjang pendidikan dasar sampai dengan
menengah atas;

b. lulusan sekolah pada jenjang pendidikan dasar sampai dengan menengah
atas yang ijazahnya masih tertahan di sekolah karena masih mempunyai
tunggakan biaya pendidikan;

c. anak keluarga miskin dan/ atau keluarga rentan miskin lulusan Sekolah
Menengah Atas atau sederajat yang berprestasi diterima di Perguruan Tinggi
dengan jalur prestasi untuk 2 (dua) semester; dan

d. anak usia sekolah berhadapan dengan hukum dari keluarga miskin
darr/atau keluarga rentan miskin yang putus sekolah didampingi oleh
Pendamping Sosial Anak dari Kepala Perangkat Daerah yang membidangi
urusan sosial Kabupaten Batang Hari.

(3) Besaran Bantuan Pengaman Sosial untuk Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin
Bidang Sosial diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
a. pem~eriar: bantuan alat bantu bagi penyandang disabilitas/Ianjut usia;
b. apabila diharuskan melakukan pemeriksaan khusus oleh dokter spesialis

untu~ pengajuan alat bantu disabilitas /Ianjut usia, dapat dibantu
pernbiayaan untuk permeriksaan khusus;

Bagian Kedua
Besaran

Pasal 6
Bantuan Pengaman Sosial untuk Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin Bidang
Sosial diperuntukan bagi pemohon dengan kriteria penerima sebagai berikut:
a. pemberian bantuan alat bantu bagi penyandang disabilitas /Ianjut usia;
b. pemberian bantuan untuk anak yang mengalami kekurangan gizi dari keJuarga

miskin dan/ atau rentan miskin;
c. santunan korban konflik sosial; dan
d. san tun an kepada keluarga yang terkena bencana sosial dan bencana alam yang

terbatas pada angin puting beliung, sambar petir dan tanah longsor.

Paragraf 3
Bantuan Pengaman Sosial untuk

Masyarakat Miskin dan Rcntan Miskin
Bidang Sosial



Pasal 9
(1) Permohonan Bantuan Pengaman Sosial untuk Masyarakat Miskin dan Rentan

Miskin Bidang Kesehatan disampaikan seeara tertulis oJeh pemohon kepada
Bupati meJalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial dengan
meJampirkan persyaratan adrninistrasi sebagai berikut :
a. fotokopi KTP-el dan KKpemohon;
b. khusus untuk keluarga yang Kepala Keluarga dan/atau Anggota Rumah

Tangganya telah terdaftar dalam DTKS, hanya melampirkan surat keterangan
terdaftar dalam DTKS yang ditandatangani pejabat berwenang di Perangkat
Daerah yang membidangi urusan sosial Kabupaten Batang Hari;

c. bagi keluarga yang beium terdaftar dalam DTKS atau telah ditidakJayakan
dari DTKS, melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dan Sural
Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM) dari Kepala Desa/Lurah; dan

d. sural keterangan rawat inapy surat keterangan Tindakan medis dan rincian
biaya perawatan di kelas IJl atau rincian biaya Tindakan medis dari Fasilitas
Kesehatan.

(2) Dalam hal pendampingan kepada pasien yang melakukan rujukan lanjutan
keluar daerah Provinsi Jambi melampirkan persyaratan adrninisrrasi sebagai
berikut:
a. Surat rujukan JKN dari Fasilitas Kesehatan kc Rumah Sakit di luar daerah

Provinsi Jambi;
b. Nota Bahan Bakar Minyak (BBM}/likct transportasi yang digunak n pa ien

dan pendarnping: dan
c. bukti pcnginapan pendamping;

(3) Dalam h I korban rnassal keracunan rnakanan tid k dapat memenuhi
permohonan dan persyaratan sebagairnana dirnaksud pada n 'at (1), perrnohonan
Baniuan Pengarnan Sosial untuk Masyarakat Miskin dun Rentan Miskin berupa
sural kctcrangan sebagui korban massal keracunun rn knnan d ri Perangkat
On ·rah yang m -rnbidangi urusan kesehutun,

(4) Dalarn hal orang t -luntar dcngan kondisi snkit d 111 menjalani rawat inap di
Fasilitas Kcschutan dun tidak (lEI)ut mcrncnuhi pcrrnohonan dan persyaratan
sebagairnana dirnaksud padu uyat (I), melumpirkan persyaratan adrninistrasi
sebagai berikut:
a. surat keterangan ketelantaran dari Kepolisian; dan
b. tagihan asli biaya dari Fasilitas Kesehatan.

Paragraf 1

Persyaratan Administrasi Bidang Kesehatan

Bagian Ketiga
Mekanisme

Pasal 8
Masyarakat yang menjalani rawat inap atau rawat jalan dapat mengakses Banruan
Pengaman Sosial untuk Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin bidang kesehatan
lebih dari 1 (satu) kali sepanjang tidak meJebihi dari besaran yang ditetapkan.

c. pemberian banruan untuk anak yang rnengalami kekurangan gizi dari
keJuarga miskin darr/atau rentan berupa makanan tarnbahan dan
perlengkapan Jain bagi anak yang mengalami kekurangan gizi dan keluarga
rniskin atau keJuarga rentan miskin;

d. santunan korban meninggal dunia akibat konflik sosial; dan
e. santunan kepada keluarga yang terkena beneana sosial dan bencana alamo

(4) Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Jebih
lanjut ditetapkan dengan Kepurusan Bupati.



Pasal 11
(1) Permohonan Bantuan Pengaman Sosial untuk Masyarakat Miskin dan Rentan

Miskin bidang sosial disampaikan secara tertulis oleh pemohon kepada Bupati
melaJui Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial dengan melampirkan
persyaratan administrasi sebagai berikut :
a. fotokopi KTP-el dan KK pemohon; dan
b. khusus unruk keluarga yang Kepala Keluarga den] atau Anggota Rumah

Tangganya telah terdaftar dalam OTKS. hanya melarnpirkan surat keterangan
terdaftar daJarn OTKS yang ditandatangani pejabat berwenang di Perangkat
Oaerah yang membidangi urusan sosial; dan

Paragraf 3

Persyaratan Administrasi Bidang Sosial

11) P -mwhnl1an Baruuan Pcngaman Sosial untuk Masvarakat Miskin don Rr ntan
Miskm bidang pcndidikan disarnpaikan secara tertulis olch pemohon kcpada
Bupau melalui Perangkat Daerah yang rnernbrdangi uru an sosial dcngan
mclarnpirkan persyaratan admmistrasi sebagai berikut
a. Iotokopi KTP-cl dan KK pernohon,
b. khuaus untuk keluarga yang Kepala Keluarga dan Zatau Anggota Rumah

Tangganya telah terdaftar dalarn OTKS, hanya melarnpir kart surat kcterangan
terdaftar dalam OTKS yang ditanda tangani pejabat berwenang di Perangkat
Daerah yang membidangi urusan sosial,

c. bagi keluarga yang belum ierdaftar dalam OTKS atau telah ditidaklayake n
dari OTKS. melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dan Surat
Pertanggung .Jawaban MuUak (SPTJM) dari Kepala oesa/Lurah:

d. bagi anak usia sekolah yang mengalarni kesulitan pembayaran terhadap
biaya pendidikan dan kcbutuhan perlengkapan sekolah , menyampaikan
rincian biaya kebutuhan dengan melampirkan bukti tunggakan pembiayaan
dan sekolah;

c. bagi anak kcluarga miskin atau keluarga rentan rniskin lulusan Sekolah
Menengah Alas atau sederajat yang berprestasi diterirna di Perguruan Tinggi
Negeri dcngan jalur prestasi melampirkan surat keterangan prestasi
akademik atau prestasi non akademik dan sekolah dan bukti sural diterima
dan perguruan tinggi dengan jalur prestasi;

f. bagi usia anak sekolah yang purus sekolah berhadapan dengan hukum
rnenyarnpaikan surat keterangan berperkara dari penegak hukurn; dan

g. fotokopi buku rekening dari satuan pendidikan formal atau non formal atau
perguruan tinggi dan/atau Jembaga non formal yang dimohonkan.

(2) Dalarn hal anak usia sekolah berhadapan dengan hukurn dari keluarga miskin
dan Zatau keluarga rentan miskin purus sekolah yang akan melanjutkan ke
pendidikan formal atau non formal tidak dapat memenuhi permohonan dan
persyaratan sebagairnana dimaksud pada ayat (1). permohonan Bantuan
Pengarnan Sosial untuk Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin berupa surat
keterangan dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan.

PaS1lI 10

Plllllgraf .2
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Pasa! 14

(1) Berkas permohonan Bantuan Pengaman Sosial untuk Masyarakat Miskin dan
Rentan Miskin Bidang Kesehatan, Bidang Pendidikan dan Bidang Sosial yang
telah lengkap dan benar dilakukan verifikasi oleh tim verifikator yang ditetapkan
oleh Kepala Kepala Perangkat Daerah yang mernbidangi urusan sosial.

(2) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (I), disampaikan oleh tim
kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial.

(3) Hasil verifikasi sebagairnana dimaksud pada ayat (2l. dibuat setelah dilakukan
verifikasi berkas yang rnenunjukkan bahwa individu atau keluarga terse but
memenuhi persyaratan adrninistrasi sebagai penerima bantuan sosial.

(4) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial bertindak untuk dan
atas nama Bupati berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), memberikan persetujuan atau penolakan permohonan Bantuan Pengaman
Sosia! untuk Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin.

Paragraf 5

Proses Penyelesaian

Pasal 13
Permohonan Bantuan Pengarnan Sosial untuk Masyarakat Miskin dan Rentan
Miskin tidak diterirna apabila pengajuannya melarnpaui jangka waktu sebagaimana
dirnaksud daJam Pasa! 12, kecuaJi daJarn kondisi tanggap darurat.

Pasal 12

Permohonan Bantuan Pengarnan Sosial untuk Masyarakat Miskin dan Rentan
Miskin disampaikan paling lama 24 (dua puluh ernpat) hari kerja terhitung sejak :
a. selesai menjalani perawatan di Fasilitas Kesehatan;
b. setelah mendapatkan tagihan tertulis dari pihak sekolah; danjatau
c. adanya laporan terkait dengan masalah bidang sosiaJ.

Paragraf 4

Tata Cara Pengajuan

c. bag.i keluarga yang belum terdaftar dalam DTKS atau telah ditidaklayakan
dan DTKS, melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dan Surat
Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM) dari KepaJa Desa/Lurah.

(2) Dalam hal bantuan alat bantu untuk penyandang disabilitas dan/ atau lanjut
usia, melampirkan surat keterangan penyandang disabilitas dari kepala
desa/Iurah;

(3) Dalam hal pemberian bantuan untuk anak yang mengalami kekurangan gizi dari
keluarga miskin dan/ atau rentan miskin berupa makanan tambahan dan
perlengkapan lain, melampirkan surat keterangan mengidap gizi buruk dari
dokter yang membidangi danj atau ahli gizi;

(4) DaJam hal pemberian santunan korban konflik sosial yang meninggal dunia,
rnelampirkan surat keterangan dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik,
Kepolisian, Kepala Instansi lainnya yang berkaitan dengan konflik sosiaJ;

(5) Dalam hal pemberian santunan keluarga yang mendapatkan musibah bencana
sosial/ alam, melampirkan surat laporan terjadi bencana sosial/ alam dari
desa/kelurahan yang diketahui oleh carnat dengan melampirkan KKjKTP-eldan
poto dokurnentasi darnpak dari bencana sosialjalam.



Pasal 17

Ruang lingkup Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial pada Peraturan
Bupati ini adalah penanganan oleh Perangkat Daerah yang mernbidangi urusan
Sosial kepada:
a. orang Telantar di Perjalanan;
b. jenazah Telantar; dan
c. ODGJ.

BAB III

PELAYANANDANREHABILITASIKESEJAHTERAANSOSIAL
Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 16

(1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial berkewajiban
menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan Bantuan Pengaman Sosial
untuk Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin kepada Bupati secara tertulis atau
secara lisan.

(2) Laporan Bantuan Pengaman Sosial untuk Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin
dilaksanakan setiap akhir tahun anggaran.

(3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dan ayat (2), dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kelima

Pelaporan

Pasal 15
(1) Penyerahan Bantuan Pengaman Sosial untuk Masyarakat Miskin dan Rentan

Miskin dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial
secara tunai atau non tunai.

(2) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial akan menyampaikan
pemberitahuan kepada pemohon apabila Bantuan Pengaman Sosial untuk
Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin sudah dikirim melalui mekanisme non
tunai (transfer).

Bagian Keempat

Penyerahan

(5) Kepala. Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial menyampaikan
persetujuan ~ta,: penolakan permohonan Bantuan Pengaman Sosial untuk
Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin kepada pemohon.

(6) Proses penyelesaian permohonan Bantuan Pengaman Sosial untuk Masyarakat
Miskin dan Rentan Miskin dan penyampaian kepada pemohon dilakukan dalam
jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak hasil verifikasi selesai secara
administrasi.



Pasal 19
(I) Penanganan untuk Jenazah TeJantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17

huruf b, diberikan dalam bentuk pernulasaraan dan pemakaman yang sifatnya
tidak terencana.

(2) Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan tata
cara sebagai berikut:
a Perangkat Daerah yang membidangi urusan Sosial berkewajiban untuk

melaksanakan. pemulasaraan dan pemakaman terhadap Jenazah Telantar,
setel~. menenm~ surat keterangan atau rekomendasi penguburan dari
Kepolisian sebagai dasar rujukan;

b Perangkat Daerah yang membidangi urusan Sosial berkoordinasi dengan
Perangkat Daerah, terkait dalam hal:

Paragraf 2
Jenazah Telantar

Pasal 18

(1) Penanganan Orang Telantar di Perjalanan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal
17 huruf a, diberikan daJam bentuk biaya transportasi pemulangan ke daerah
asal.

(2) Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan tata
cara sebagai berikut:
a menunjukkan surat keterangan dari kepolisian yang ditujukan kepada

Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Sosial yang
menerangkan bahwa seseorang, keluarga atau kelompok mengalami
ketelantaran dalam perjaJanan;

h apabila yang bersangkutan tidak dapat menunjukan indentitas
kependudukan maka diminta surat keterangan dari Pihak Kepolisian
setempat;

c apabila belum dapat diketahui atau ditemukan alamat asalnya, maka Orang
Telantar di Perjalanan akan dititipkan atau ditampung sementara sampai
penanganan lebih lanjut pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan
Sosia1;

d jika dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari atau lebih belum ditemukan
alamat/keluarganya, maka akan dilakukan rujukan kepada Perangkat
Daerah yang membidangi urusan sosial provinsi Jambi atau mitra rujukan;

e. Bupati memberikan kewenangan kepada Kepala Perangkat Daerah yang
membidangi urusan Sosial untuk memberikan bantuan penanganan
sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c, meliputi biaya
pemu1angan dari Kabupaten Batang Hari sampai ke Kota/Kabupaten asal;
dan

f Kepa1a Perangkat Daerah yang membidangi urusan Sosial memberikan
surat keterangan bahwa yang bersangkutan mengalami ketelantaran di
perjalanan yang ditujukan kepada Perangkat Daerah yang membidangi
urusan Sosial daerah asal.

(3) Pemulangan yang tidak sampai daerah tujuan dilakukan dengan sistem estafet
an tar Perangkat Daerah yang mernbidangi urusan Sosial
Kabupaterr/Kota/Provinsl.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Paragraf 1

Orang Telantar di PerjaJanan



PasaJ 21
(I) Pcmerintah Daerah mengalokasikan anggaran penanganan Or ng Telantar di

Perjalanan, ODGJ Telantar dan Jenazah tclantar dalarn Anggaran Pendapatan
dan Belanja Dacrah antara lain:
B. biaya penanganan k· daerah asal Orang T lantar di Perjalanan yang

tcrdiri dari biaya pernulangan, rnakan d 111 minum scseornng. keluarga ntau
kelornpok yang mengalarni kctclantnrun dularn perjnlannn:

b. biaya p -rnulasaraan dan pcmakaman .Jcnazuh Tclantar: dnn
c. biaya pengurusan ODO.J telanrur.

(2) Biaya p -mulangan ke du .rah asai unt uk Orang Telunrar eli P -rj \1 n 10

sebngaimunn dirnaksud pudu nyu! (I) huruf 0, diberikan dul lin beruuk unng
pembelian arau pcrnbuyaran riket tranportusi kelus terenduh yung I -rsedi \ ke
dacrah tujuan scbugairnunu dirnuksud dularn PHS \1 18 H~' II (2) p1t1I huruf e,
yakni:
a. transport P .mulnngau Onlllp' Tehuu tr AnI rr Pul Ill:
b. transport P{'mttlangun Or 1I1J,: TI"1111tllr Dll1uIlI Provinsr [Puluu Surnatera]:

dan /atau
c. transport Pemulungan Onlllg Tcluntur Antur Kubup: len dalam Provinsi

.I mbi.

Bagian Ketiga
Ketentuan Pembiayaan

Pasal20
(1) Kriteria ODGJ Telantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, yairu

tidak mempunyai keluarga/wali danj atau tidak diketahui keluarganya dan
merniliki faktor risiko akibat gangguan jiwa pada diri sendiri maupun orang lain.

(2) Penanganan ODGJ Telantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa
penjangkauan/menjemput ODGJ telantar dengan melibatkan Satuan Polisi
Pamong Praja, Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan, Perangkat
Oaerah yang membidangi urusan Sosial Provinsi Jambi dan Rumah Sakit Jiwa
Provinsi Jambi.

(3) Berdasarkan hasil identifikasi dan asesmen serta pemeriksaan kondisi kejiwaan
ODGJ Telan tar , Perangkat Oaerah yang membidangi urusan sosial dapat
merujuk ke fasilitas kesehatan yang memiliki pelayanan dibidang kesehatan jiwa
yang te1ah bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dalam hal ini Rumah Sakit
Jiwa Provinsi Jambi.

Paragraf 3
OOGJ Telantar

1. Kawasan pengajuan permohonan ijin tempatjlokasi pemakaman di
Tempat Pemakaman Umum rnilik Pemerintah Daerah: ,

2. Pengajuan permohonan peminjaman kendaraan roda 4 (empat) mobil
jenazah yang mana untuk membawa jenazah ke tempat pernakaman
umum.

Co Dalam rangka memperlancar pelaksanaan pemulasaraan dan pemakaman
.Jenazah Telantar sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b,
Perangkat Daerah yang mernbidangi urusan Sosial menunjuk kelompok
kerja pemakaman yang meliputi kelompok pemulasaraan jenazah dan
kelompok penggali kubur.



Pasal26
Tata cara pelaksanaan Bantuan Sosial kepada Lanjut Usia sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 22 rnempedornani Peraturan Bupati rnengenai Hibah dan Bantuan
Sosial.

Pasa] 25

(1) Aparat Tingkat Desa/Kelurahan merupakan pembuat usulan calon penerima
bantuan kepada Lanjut Usia yang diketahui Carnat.

(2) Usulan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1)harus melengkapi:
a. rekomendasi dari KepaJa Desa/Kelurahan darr/atau Surat Keterangan Tidak

Mampu (SKTM)yang diketahui Carnat dan diteruskan kepada Bupati melalui
Perangkat Daerah yang membidangi urusan Sosial tentang Lanjut Usia yang
berhak menerima Bantuan Sosial kepada Lanjut Usia;

b. KTP-eldarr/atau KKcalon penerima Bantuan Sosial kepada Lanjut Usia; dan
c. foto diri penerima Bantuan Sosial Lanjut Usia dan Iotoj'gambar rumah.

Pasal 24
Bantuan Sosial kepada Lanjut usia dan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh
Perangkat Daerah yang membidangi urusan Sosial.

Bagian Kedua
Pelaksanaan

PasaJ 23
Lanjut Usia yang mendapat Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 22
berdasarkan data usulan dan Desai Kelurahan disampaikan oleh Carnat kepada
Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial.

Pasal 22

Kriteria Penerima Bantuan Sosial kepada Lanjut Usia terdiri dan:
a. warga yang berusia 60 tahun keatas, yang dibuktikan dengan KTP-el atau KK;
b. status /Keadaan Lanjut Usia yang mencakup Janjut usia Tidak Potensial

Telantar, dan Lanjut Usia Potensial, yang kategorinya diketahui oleh Kepala
Desa/ Lurah setempat; dan

c. termasuk dalam keluarga miskin berdasarkan DTKS pada Perangkat Daerah
yang membidangi urusan sosial.

Bagian Kesatu

Kriteria

BABIV

BANTUANSOSIAL KEPADA LANJUT USIA

(3) Biaya pemulasaraan dan pemakaman untuk Jenazah Telantar dan upah kerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberikan kepada kclompok kerja.

(4) Pernbiayaan pengurusan ODOJ telantar hingga sampai ke peJayanan di bidang
kesehatan jiwa dan Zatau Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jambi.

(5) Besaran biaya sebagairnana dimaksud pada ayal (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat
(4) ditetapkan lebih Janjut dengan Keputusan Bupati.



(2) Anggota KUBE sebagaimana dimaksud pada ayat (I) berasal dan:
a. rujukan program; dan
b. nonrujukan program.

(3) Rujukan program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berasal dari
sasaran keluarga rniskin yang:
a. mendapatkan pelayanan rnelalui Program Keluarga Harapan baik yang sudah

graduasi maupun yang transisi;
b. sudah mendapatkan pelayanan meJalui program pemberdayaan komunitas

adat terpencil; dan Zatau
c. sudah mendapatkan program bantuan sosial lainnya.

(4) Nonrujukan program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berasal dari
sasa;an keluarga miskin yang. diusulkan oleh masyarakat atau lembaga
kesejahtcraan 5051al, serta telah diverifikasi dan dirckomendasi oleh pemerintah
kabupatcn/kota dengan ketcntuan:
a. membcntuk KUBE;
b. memiliki cmbrio u~ahaJ potensi pengernbangan usaha;
c. sural rekornendasi dari dcsa/kelurahan;
d. memili~i rckening bank 9 Jambi dan ternpcl alas nama kelornpok; dan
e. fotokopi KTP-clJKK. '

Pasal 29

(I) Anggota KUBE harus memenuhi kriteria miskin, terpencil, darr/ atau rentan
sosial ekonorni.

(1) KUBE dibentuk dengan kriteria:
a. mempunyai potensi, kemauan dan kemampuan untuk mengembangkan

usaha bersama;
b. mempunyai jenis usaha dan tinggal di wilayah desa/kelurahan dalam

keeamatan yang sarna; dan
c. mempunyai keterbatasan akses terhadap pasar, modal, dan usaha.

(2) Jumlah anggota KUBE paling sedikit 5 (lima) kepala keluarga dan paling banyak
15 (lima belas) kepala keluarga.

(3) KUBE memiliki struktur organisasi terdiri atas ketua, sekretaris, bendahara, dan
anggota.

(4) Kepengurusan KUBE dipilih berdasarkan hasil musyawarah/keputusan anggota
kelornpok.

Pasal28

Pasal 27

KUBE bertujuan untuk memberdayakan masyarakat miskin, mcngcmbangkan
pelayanan so sial dasar, meningkatkan pendapatan, kapasitas individu, dan
kemampuan berusaha anggota kelompoknya schingga mampu memenuhi
kebutuhannya secara mandiri serta rncningkatkan kesetiakawanan sosiaJ.

Paragraf 1
Pcmbentukan KUBE

Bagian Kcsatu

Kelompok Usaha Bcrsarna

BABV

BANTUAN USAHA KELOMPOK USAHA BERSAMA

"



Pasal 32

(1) Petugas pelaksana pendamping KUBEmelipuli :
a. supervisor;
b. koordinator; dan
c. pendamping desa/kelurahan/nama lain yang sejenis.

(2) Supervisor sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf a, bertugas
mengoordinasikan koordinator dalam wilayah kabupaten.

(3) Koordinator sebagairnana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bertugas
rnengoordinasikan pendamping desa Zkelurahanynama lain yang sejenis dalam
wilayah kecamatan.

Paragraf2
Pendamping KUBE

Pasal 31
(1) Keanggotaan KUBEberakhir apabila:

a. telah rneninggal dunia;
b. mengundurkan diri;
c. tidak aktif secara permanen;
d. pindah ke kecamatan lain;
e. tidak menaati aturan dalarn kelompok;
f. sakit perrnanen; dan
g. rnelakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang

berkekuatan hukum tetap.
(2) Proses penggantian anggota KUBE dilakukan secara musyawarah yang

dituangkan dalarn berita acara dan disarnpaikan kepada Perangkat Daerah yang
membidangi urusan Sosial rnelalui Pendarnping KUBE.

(3) Anggota KUBEmempunyai hak:
a. memilih/ dipilih menjadi pengurus;
b. rnengemukakan pendapat dan gagasan;
c. rnengelola usaha dan/ atau kegiatan;
d. mendapatkan informasi dan pelayanan yang sarna;
e. menerima bagian dari hasil usaha; dan
f. ikut merumuskan aturan kelompok.

(4) Anggota KUBEberkewajiban:
a. rnematuhi aturan kelompok yang telah disepakati bersama;
b. menghadiri dan aktif dalarn rapat anggota;
c. memanfaatkan bantuan untuk kegiatan yang bersifat usaha ekonomi

produktif;
d. aktif dalam proses usaha KUBE;
e. mernbayar iuran kesetiakawanan sosial yang telah ditentukan oleh kelompok;
f. menyampaikan laporan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan; dan
g. rnenanggung bersarna kerugian usaha kelompok.

Pasal30

Anggota KUBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) harus memenuhi
syarat sebagai berikut:
a. nama anggota KUBE terdaftar dalam DTKS;
b. berusia antara 18-55 Tahun dan sudah menikah;
c. berdomisili tetap dan berdekatan dalam satu wilayah;
d. menyatakan siap dan berusaha dalarn kelompok;
e. merniliki keterampilan/pengalaman di bidang usaha yang akan direncanakan;

dan
f. bukan berstatus PNS/PPPK/TNI/Polri/Perangkat Desa dan Pensiunan.



Pasa] 37
Keberhasilan KUBEdiukur berdasarkan 3 (tiga)aspek indikator yaitu:
a. kelembagaan;
b. sosial; dan
c. ekonomi.

Paragraf 4
Indikator Keberhasilan

Pasa136
Permohonan Bantuan Usaha KUBEdapat diajukan oleh:
a. masyarakat atau Jembaga kesejahteraan sosial; atau
b. Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial.

Pasal35
(1) Bantuan Usaha dirnanfaatkan untuk kegiatan yang secara langsung mendukung

produktivitas yang dijalankan oleh KUBE.
(2) Pemanfaatan dana Bantuan Usaha KUBE,dilaksanakan sesuai dengan proposal

dan dibuktikan dengan faktur pembelian barang atau bukti lainnyayang sah.
(3) Pemanfaatan dana Bantuan Usaha hanya digunakan untuk kegiatan KUBEdan

tidak dapat digunakan untuk pernbelian alat tulis kantor, honorarium pengurus,
serta kegiatan politik dan hal Jainnya yang tidak terkait dengan produktivitas
KUBE.

Pasal34
(1) Bantuan Usaha KUBE berupa uang atau barang digunakan untuk kegiatan

KUBE.
(2) Besarnya jumlah Bantuan Usaha KUBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disesuaikan dengan jumlah anggota KUBE.

Paragraf 3
Bantuan Usaha dan Pemanfaatan

Pasal33

(1) Pendamping KUBEsebagaimana dimaksud daJam Pasa132 ayat (4) berasal dari:
a. tenaga kesejahteraan sosial kecamatan;
b. pekerja sosial masyarakat;
c. karang taruna;
d. pengurus lembaga kesejahteraan sosiaJ; danjatau
e. tokoh pemuda, tokoh agama, atau tokoh masyarakat.

(2) Selain pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendamping KUBE
dapat berasal dari:
a. pendarnping Program Keluarga Harapan; atau
b. pendarnping Komunitas Adat Terpencil.

(4) Pendamping desajkelurahanjnama lain yang sejenis sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c, bertugas melaksanakan pendampingan KUBE daJam
wilayah desa/ keluraharr/ nama lain yang sejenis.



Pasal 43

Bantuan Pe~gaman Sosi~ ';lntuk Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin Kabupaten
B.ar.ru:gHan yang telah diajukan pembayarannya sejak bulan Januari Tahun 2024
diberikan dengan tata cara penggunaan, pembayaran dan pertanggungjawaban
berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

KETENTUANPERALIHAN

PasaJ 42

Sumber pendanaan Penyelenggaraan Pelayanan bagi Pernerlu Pelayanan
Kesejahteraan Sosia1 dapat berasal dari:
a. anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan Iatau
c. sumber lain yang sah dan tidak rnengikat.

BAB VII

PENDANMN

Pasal4I

Perangkat Daerah yang membidangi urusan SosiaJ melaporkan hasil pelaksanaan
Penyelenggaraan Pelayanan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah.

PasaJ 40

(1) Perangkat Daerah yang mernbidangi urusan Sosial melakukan monitoring dan
evaluasi atas pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan bagi Pemerlu Pelayanan
Kesejahteraan SosiaJ setiap 6 (enarn) bulan.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk menilai
efesiensi dan efektifitas pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan bagi Pemerlu
Pelayanan Kesejahteraan SosiaJ guna perbaikan pelayanan di masa yang akan
datang.

Pasal 39

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan untuk memantau pelaksanaan
Penyelenggaraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial sesuai dengan rujuan ,
proses dan sa saran yang telah direncanakan.

BABVI

MONITORING,EVALUASrDANPELAPORAN

Pasal38

KUBE dan Pcndarnping KUBE yang berprestasi diberikan penghargaan daJarn
benruk piagam darr/utau dana pembinaan untuk mcnambah modal KUBE dany atau
piagam.

Paragraf 5

Pcnghnrgaan
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Pasa145
Peraturan Bupati ini muJai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari.

BABIX
KETENTUANPENUTUP

Pasal 44
Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka :
1. Peraturan Bupati Batang Han Nornor 43 Tahun 2019 tentang Kriteria dan

Ketentuan Pelaksanaan Bantuan Sosial kepada Lanjut Usia (Lansia) daJam
Kabupaten Satang Hari Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari
Tahun 2019 Nomor 43);

2. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 27 Tahun 2022 tentang Bantuan
Pengaman Sosial untuk Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin Kabupaten
Batang Hari (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2022 Nornor 27); dan

3. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 38 Tahun 2022 tentang Pelayanan dan
Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial pada Penanganan Orang Terlantar,
Gelandangarr/Pengemis, Orang dengan Gangguan Jiwa Terlantar dan Jenazah
Terlantar dalam Kabupaten Batang Hari (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari
Tahun 2022 Nornor 38).
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


